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Tujuan  pembangunan  nasional adalah  untuk membangun manusia 
Indonesia yang seutuhnya  dan  membangunan  masyarakat  Indonesia 
seluruhnya  serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur 
yang  merata,  baik  materiil  maupun  spritual  berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan  bahwa  dalam pelaksanaan  pembangunan  nasional,  tenaga 
kerja  mempunyai  peranan  yang  penting  sebagai  pelaku  dan  tujuan 
pembangunan. Pelaksanaan    pembangunan ketenagakerjaan untuk 
meningkatkan kualitas  tenaga  kerja  dan  peran  sertanya  dalam  
pembangunan  dan peningkatan  perlindungan  tenaga  kerja  beserta  
keluarganya  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan.Hak-hak 
pekerja  pada perusahaan  yang  mengalami  kepailitan  adalah untuk 
memperoleh pembayaran upah dan pemberesan harta perusahaan, 
sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  
Tentang Ketenagakerjaan    dan  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  
Tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang.  
Pekerja  pada perusahaan yang mengalami kepailitan mempunyai hak yang 
didasarkan oleh  kedudukan  sebagai  kreditor  yang  diistimewakan  dan  
didahalukan pembayaran  atas  haknya  sebagai  kreditur,  hak  tersebut  
merupakan  hak atas upah yang belum terbayar dan hak-hak lain yang 
timbul jika terjadi pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan oleh  
perusahaan tempatnya bekerja dinyatakan pailit.Berdasarkan latar 
belakang yang menjadi permasalahan  dalam skripsi adalah : (1) 
Bagaimana hak-hak pekerja pada perusahaan yang pailit,(2) Bagaimana 
upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja pada perusahaan yang pailit 
berkaitan hak pekerja yang menurut aturan harus diistimewakan menjadi 
tidak diistimewakan.Mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
pekerja yang dirugikan adalah lamanya waktu pemberesan harta pailit serta 
kemungkinan terburuknya berkurangnya jumlah harta pailit yang dapat 
dibagikan atau sama sekali tidak ada harta yang dapat dibagikan untuk 
melakukan pelunasan terhadap piutang debitur kepada krediturnya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan metode yuridis normatif,perolehan data dengan 
menggunakan studi kepustakaan,dan hasil penelitian dianalisisis secara 
kualitatif. Hasil penelitian menujukan bahwa hak-hak pekerja pada 



perusahaan yang pailit adalah meminta agar haknya menjadi prioritas 
utama dalam pembagian harta pailit.  
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